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Nama SOP      Uji Konsekuensi  Informasi Publik 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa; 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa; 
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;  
8. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Desa Sumberejo 

 

1. Memahami tentang pelayanan informasi publik 
2. Mampu mengoperasikan perangkat computer dengan baik 
3. Memahami tugas dan fungsi  PPID Desa 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Permohonan Informasi Publik 
2. SOP Pengajuan Keberatan Atas Informasi Publik 

1. Formulir dan Buku Registrasi permohonan informasi 
2. Komputer/Laptop 
3. Jaringan Internet 
4. Alat komunikasi 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, pemohon informasi tidak dapat terlayani dengan baik, sehingga kinerja 
pelayanan publik menurun dan citra Pemerintah Desa Sumberejo menjadi tidak baik 

Daftar Informasi Publik yang dikecualikan 

 

https://drive.google.com/file/d/1E_SS8NPmbyYpgz-vQ1dYlThZYCu4hTWr/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1xjx0JHgpqiuNC7TdxYoDLSvTLsPl7qrz/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1xjx0JHgpqiuNC7TdxYoDLSvTLsPl7qrz/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1xjx0JHgpqiuNC7TdxYoDLSvTLsPl7qrz/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1fzc96PnLSXISxSkwiW2MJq59BX7yUz0H/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1DWj95dW1tfk4vO_TAfkx6ahcbFpaMEdy/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1DWj95dW1tfk4vO_TAfkx6ahcbFpaMEdy/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1DWj95dW1tfk4vO_TAfkx6ahcbFpaMEdy/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1cIaegQtvAthliXq-yTE62uzsxchaPsUW/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1cIaegQtvAthliXq-yTE62uzsxchaPsUW/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1cIaegQtvAthliXq-yTE62uzsxchaPsUW/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1cIaegQtvAthliXq-yTE62uzsxchaPsUW/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1vLy4pBWkkXE5Ckqsv2z2s2TqPo8uYqB7/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1vLy4pBWkkXE5Ckqsv2z2s2TqPo8uYqB7/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1vLy4pBWkkXE5Ckqsv2z2s2TqPo8uYqB7/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1sa1mgbS-xpGjytSmp29jxDBEhkjgIc9r/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1sa1mgbS-xpGjytSmp29jxDBEhkjgIc9r/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1sa1mgbS-xpGjytSmp29jxDBEhkjgIc9r/view?usp=drive_link


 

NO URAIAN 
 PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN 

PPID Desa Perangkat Desa Kepala Desa BPD Kelengkapan Waktu Output 

1 
Mengidentifikasi usulan Daftar 
Informasi yang Dikecualikan (DIK)  

    Daftar Informasi 

Yang akan 

dikecualikan 

1 hari 
Draf informasi yang 

dikecualikan 

 

2 

Menyerahkan  hasil identifikasi  

usulan Daftar Informasi  yang akan 

dinyatakan  sebagai Informasi 

Dikecualikan  

    

Draf informasi yang 
dikecualikan 1 jam 

Draf DIK beserta alasan 

pengecualian 

 

3 

Memberikan masukan  atas usulan 

dasar hukum yang dijadikan 

pertimbangan untuk 

mengecualikan informasi yang 

memberikan persetujuan 

                    

  

Dasar hukum : 

1. UU nomor 14 

tahun 2008 

2. PERKI Nomor 1 

tahun 2018 

3. PERKI Nomor 1 

tahun 2021 

3 hari 
Draf Lembar Uji 

Konsekuensi 

 

4 

Memeriksa hasil masukan terhadap 

dasar hukum  yang dijadikan dasar 

pengecualian 

                  
   

Draf Lembar Uji 

Konsekuensi 
1 hari 

Lembar Uji 

Konsekuensi 

 

5 
Menetapkan Keputusan tentang 
Daftar Informasi yang Dikecualikan 
(DIK) 

    

Draft SK DIK 2 hari SK DIK 

 

 

 

 

 

 

 


